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Penulis

KARDIYANTO IBRAHIM
NIM : H11.16.260
ABSTRAK 

KARDIYANTO IBRAHIM NIM : H.11.16.260. Judul : Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah : (1).  Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri.
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekuder, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan..

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara tegas dan rinci hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. (2) Bahwasannya dalam pasal-pasal tersebut terdapat inti yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Pelaku tindakan main hakim sendiri haruslah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan, agar perbuatan tindakan main hakim sendiri tidak semakin merajalela, oleh karena itu sangat diperlukan payung hukum mengenai tindakan main hakim sendiri yang dimuat secara spesifik danterperinci. (2) Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sosialisai terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya menjalankan kewajiban asasi agar masyarakat menyadari pentingnya menghargai hak asasi setiap orang pada umumnya dan pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri pada khususnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat terealisasi dan tidak mengesampingkan hak-hak asasi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri. 

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri, Perlindungan Hukum, dan Hak Asasi Manusia 

ABSTRACT

KARDIYANTO IBRAHIM NIM: H.11.16.260. Title: Vigilante Actions (Eigenrichting) Viewed from the Perspective of Indonesian Positive Law. Supervised by Mr. Ilham as Advisor I and Mr. Baso Salewangeng as Supervisor II.

The objectives of this study are: (1). This is to find out the legal provisions regarding the act of vigilante (Eigenrechting) against perpetrators of criminal acts in Indonesia. (2) To find out the legal protection that can be given to the perpetrator of a criminal act who is the victim of the act of taking the judge himself

This type of research uses a normative juridical research with a statutory approach. By using primary and secondary legal materials, data collection was carried out by literature study.

The results of this study indicate that (1). The legal provisions for vigilante action in Indonesia in positive law in Indonesia are basically not strictly regulated and in detail, only contain broad formulations. (2) It is argued that in the aforementioned articles there is a core, namely that every person without discrimination has the right to obtain justice by filing a complaint in a criminal case with a free and impartial trial process, so that no reason can prevent a perpetrator of a criminal act as a victim. vigilante action or the family of the perpetrator of the crime who is the victim of vigilante action to report to law enforcement officials for acts of vigilantism committed by the community.

Based on the results of the research, it can be recommended: (1) The perpetrator of the vigilante action must receive a sanction in accordance with the action taken, so that the act of taking the law into one's own hands is not increasingly rampant, therefore it is very necessary to have a legal umbrella regarding the act of vigilante being published. specifically and in detail. (2) This can be carried out by providing socialization to the wider community regarding the importance of carrying out human rights obligations so that the community realizes the importance of respecting the human rights of everyone in general and the perpetrators of criminal acts who are victims of vigilante actions in particular as mandated in Law Number 39 of the Year. 1999 Concerning Human Rights can be realized and does not neglect the human rights of a criminal offender who is a victim of vigilante action.

Keywords: Main Judge, Legal Protection, and Human Rights
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BAB I
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam konstitusi telah ditandaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu juga ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Dengan demikian setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari suatu kekerasan.

Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia diharapkan agar terpenuhinya hak-hak atas seriap orang, namun salah satu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini yakni maraknya terjadi main hakim sendiri (Eigenrichting) tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya melakukan pemukulan, penyiksaan, pembakan dan sebagainya). Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran, karena itu negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil sekalipun mereka berkerumun untuk mengeroyok orang lain yang diduga tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal. Pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada ini dikenal dengan istilah main hakim sendiri (Eigenrichting) dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. 

 Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja, tapi perbuatan ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Di Indonesia sendiri kematian akibat dari perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. 

Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka Pasal-pasal yang dapat menjeratnya yakni Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun luka. Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kekerasan yang diartikan kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, ataupu membuang-buang barang sehingga berserakan. Serta Pasal 405 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perusakan yang dimaksud adalah mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Meskipun hal ini telah di atur dalam perundang-undangan, namun ketika terjadi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana, hanya sebagian kecil yang melaporkan atas hal tersebut kepada kepolisian sehingga kasus tersebut tidak diangkat ke dalam ranah pidana dan kemudian tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku tindakan main hakim sendiri. Hal ini juga bermakna bahwa masyarakat tidak menghargai tugas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum khususnya di Negara Indonesia maka perlu terjadi kesadaran sosial serta kesadaran hukum pada masyarakat akan tindakan main hakim sendiri tersebut.

Banyaknya kasus kekerasan dan main hakim sendiri menunjukkan lemahnya penyelesaian masalah oleh pemerintah,  maraknya kasus kekerasan juga semakin menurunkan kepercayaan publik dalam konteks hukum dan keamanan nasional. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “Tindakan main hakim sendiri ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia (Eigenrichting)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh latar belakang  tersebut, maka pokok bahasan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimankah ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia?
2. Bagiamankah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) ?
1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) 
1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain:  

1. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam permasalahan main hakim sendiri  (Eigenrichting). 
2.  Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk memahami perkembangan main hakim sendiri (Eigenrichting) baik secara praktis maupun  secara teoritis.  

3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tindak Pidana 
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tersebut. 

Kata feit dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de wekelijkheid”, sedang stafbaar berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai pribadi dan bukan kenyataaan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena pembentuk Undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan kata strafbaar feit maka timbullah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit (tindak pidana).

Menurut Hazewinkel-Suringa misalnya mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit (tindak pidana) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Profesor Van Hamel strafbaar feit (tindak pidana) itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 

Menurut Profesor Pompe, Tindak Pidana (strafbaar feit) Secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terjaminnya kepentingan umum. 

Profesor Van Hattum,
Tindak Pidana adalah sesuatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut, kata strafbaar feit (tindak pidana) mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga dalam pembentukan Undang-undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Profesor Simons, Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaka dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrech, Tindak Pidana (strafbaar feit) dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Kemudian dari segi lain diketahui pengertian delik berasal dari bahasa Latin delictum dan delicta, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun alasan penggunaan istilah delik, karena:

a. Istilah tersebut singkat;

b. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal;

c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan Hukum Pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana, jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Selanjutnya istilah delik sebagai perbuatan hukum pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada sesuatu perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian itu.

Mengenai istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Alasan karena istilah tindak pidana atau strafbaar feit, merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-undang Tindak Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.

Sungguhpun demikian beliau mengaku sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Undang-undang Hukum Pidana, didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar Tindak Pidana yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari Tindak Pidana memiliki sifat umum sebagai Tindak Pidana yakni bersifat melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

Secara teoritis, istilah tindak pidana biasa juga disebut peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana serta delik sebagai perbuatan salah atau melanggar hukum yang dapat dipidana dan perbuatan mana dilakukan oleh orang (manusia dan korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Selanjutnya istilah peristiwa pidana diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman. 
Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Sedangkan, Menurut Profesor Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sunggupun demikian beliaupun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. 

Hal mana yang akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar strafbare feiten, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari strafbare feiten tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu strafbaar feit, yakni bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

1. Kejahatan

Terkait dengan pengertian kejahatan, A.S. Alam memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni :

“Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (a crime from the legal), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (a crime from the social).”

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:11)

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.”

Selanjutnya Moeliono merumuskan kejahatan sebagai berikut :

“Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan misdrijve dan pelanggaran overtrdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1.  Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

2.  Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3.  Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik delam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (rechtsdelict) dan delik undang-undang (wetsdelict). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjaln di kanan jalan, memberhentikn kendaraan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahatan-kejahatan.

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut misdemeanor.Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah

1.  
Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.

2.  
Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya.Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.
Adapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.
2.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana 

Perbuatan pidana telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana,  Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang  pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah  melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Persoalan kemampuan bertanggung jawab itu di tanyakan apakah seorang itu merupakan “norm-adressat” (sasaran normal) yang mampu, Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (supposed) mampu bertanggungjawab, kecuali di nyatakan sebaliknya.
 Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. 

Dalam 
bahasa 
asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai ‟toerekenbaarheid‟,”criminal responbility‟, ”criminal liability‟‟. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatanya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pasal dalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidanannya. 

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut  bersifat  melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau  rechtsvaardigingsgrond  atau  alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat  dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu  bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapanya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup: 

a. Keadaan jiwanya: 

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair); 

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan 

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar. 

b. Kemampuan jiwanya: 

1 Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 

2 Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 

3 Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  

Pertanggungjawaban Pidana Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.  

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsurunsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

a) Melakukan perbuatan pidana; 

b) Mampu bertanggung jawab; 

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan  

d) Tidak adanya alasan pemaaf.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas,  jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:  


1) Kemampuan bertanggungjawab; 

2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa); 

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang    buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.  

Faktor perasaan/kehendak Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
 Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.  Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 

Subyek Pertanggungjawaban Pidana Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.  

2.3. Tinjauan Umum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana  

2.3.1. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Eigenrechting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan nahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

 Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:  

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.  

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.  

3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku 

kejahatan.  

4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya 

suatu tindakan kejahatan.  

 Sedangkan aspek negatif jika:  

1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.  

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).  

3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.  

4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.  

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana. 

Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Pada dasarnya bukan berarti Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Peraturan perundang-undangan kita KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, bagi korban perbuatan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuanketentuan berikut:   

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan  

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.   

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan  

Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuangbuang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.   

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan  

Penjelasan Pasal 406 KUHP perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Kerumunan yang berlawanan dengan normanorma hukum (lawless crowds) terbagi dua, yaitu:  

1. kerumunan yang bertindak emosional (acting mobs), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tak adanya keadilan. 

2. kerumunan yang bersifat immoral (immoral crowds), contohnya seperti orang-orang yang mabuk.

Main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya main hakim sendiri terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramai-ramai. 

Perlu diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang banyak main hakim sendiri sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Permasalahan yang melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab, walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.  

Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlakudan sekali lagi bisa dibuktikan yang semula menjadi korban dalam pencurian atau perampokan dan berbagai macam permasalahanya justru menjadi berbalik menjadi pelaku karena proses menghakimi sendiri yang selalu dilakukan oleh masyarakat, bisa dikatakan main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. 

Main hakim sendiri di tempat-tempat seperti pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amuk massa yang melakukan main hakim sendiri dan Aparat keamanan sering tidak dapat melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat, alasannya jika bukan karena kurang personel, juga karena terlambat datang ke tempat kejadian, dalam bab pembahasan akan dibahas lebih rinci mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan main hakim sendiri. 

2.3.2. Bentuk Tindakan  Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) yang  dilakukan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana  

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hiduphidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.  

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.  

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (eigenrechting) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata  “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.  

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersamasama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/ mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

 Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:  

 (1) 
Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.  

  (2) 
Tersalah dihukum:  

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.  

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh  

3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”  

 Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:  

1. “Barangsiapa” Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.  

2. “Di muka umum”. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat      melihat. 

3. “Bersama-sama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).  

4. “Kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang  tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “ merusak barang” atau “penganiayaan”.   

5. “Terhadap orang atau barang”. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. 

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah” dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia.
Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.  

Tindakan yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilkukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa  dalam  hal  ini  ada  2  (dua)  kategori  dari  jumlah  massa  yaitu,  massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.

Massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan. 

Massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana. 

2.4. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.    

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.   

1. Faktor Hukum Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan  karena:

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,  

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,  

c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.  

2. Faktor Penegak Hukum  

Ruang lingkup dari istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasipada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup lawenforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa  kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. 

 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu danlingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. 

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasaldari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalamperanan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,  

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,  

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,  

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatukebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,  

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.  

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.  

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekuranganyang ada pada saat itu,  

c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.  

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai       pendiriannya,  

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,  

f. Menyadari akanpotensi-potensiyang ada di dalam dirinya,danpercaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan, 

g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),  

h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,  

i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,  

j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.  

3. Faktor Sarana atau Fasilitas  

Tanpadanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain,mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi,maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.   

4. Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:  

a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,  

b. Tidak  mengetahui  akan  adanya  upaya-upaya  hokum  untuk  melindungi kepentingan-kepentingannya.  

c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,  

d. Tidak mempunyai pengalaman agar menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,  

e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal. 



5. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilaiyang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu: 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,  

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,  

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yangmempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif. 

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. 

Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuatpula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahandan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change”
2.5. Kerangka Pikir

2. 6. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

2. Kejahatan adalah menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum pidana.

3. Perbuatan atau tindakan adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.  

4. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.

5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

6. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan wajib untuk di lindungi oleh Negara.

7. Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan oleh Negara tershadap setiap warga Negara termasuk para pelaku tindak pidana.

8. Perlindungan hukum sebgaimana dimaksud pada poin nomor (7) diatas adalah pemberian jaminan untuk diadili di muka sidang pengadilan dan di hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Terwujudnya kesadaran hukum adalah terjadinya pemahaman-pemahaman oleh masyarakat yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang terhadap hukum.
BAB III

METODE PENELTIAN 
3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normative. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena pada dasamya penelitian ini mencakup, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum dari peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. 

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum yang berarti penyelidikan dan pengkajiannya (menurut) Ilmu Hukum (rechtsweten-schap, the science of law). Objek penyelidikan ilmu hukum akan mencakup: pertama, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku; kedua, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku; dan ketiga, penyelidikan terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang. 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum masyarakat. 
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum. 

Sumber data dalam penelitian hukum normatif rnerupakan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 

a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

2. 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari, hasil penelitian dan karya ilmiah. 

3, Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum. 
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur identifikasi, dan inventarisasi bahan-bahau hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasiflkasi secara logis sistematis sesuai dengan Iema yang terumus. Selanjutnya untuk memperoleh data penunjang atau pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengutip pendapat pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang dipandang memiliki kompotensi serta relevan dengan objek penelitian ini. 

3.5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum (legal materials) yang diperoleh, diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi, dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasif'lkasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analisys) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Tindakan main hakim sendiri ditinjau dari perspektif hukum pidanadi Indonesia(Eigenrichting).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Ketentuan Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam hukum positif di Indonesia hanya berisi rumusan-rumusan secara garis  besarnya saja. Namun, sebagai perbuatan yang melanggar hukum tindakan main hakim sendiri merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan, sehingga apabila terjadi tindakan main hakim sendiri para apparat penegak hukum dapat langsung memproses pelaku tindakan main hakimsendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri diantaranya termuat di dalam KUHP serta Undang-Undang HAM walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat mengenai tindakan main hakim sendiri tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjut beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri.

Ketentuan hukum dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, dianataranya yaitu :

Pasal 170 ayat (1) dan (2) angka KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enambulan.

(2) Yang bersalah dinacam :

Ke-3
Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkanmaut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP diantaranya :

1. “Barang siapa”, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah setiap orang yang jumlahnya banyak, artinya bahwa orang-orang yang telah ikut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka serta secara bersama-sama. Jika dikaitkan dengan kasus dalam bab terdahulu, berarti setiap warga yang secara bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh warga secara terang-terangan. Namun dalam rumusan ini tidak semua orang dapat dipidana melainkan hanyalah seseorang yang secara nyata telah ikut serta dalam perbuatan main hakimsendiri.

2. “Terang-terangan atau secara terbuka”, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah apabila setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, maka dapat masuk kedalam rumusan pasal ini. Jika ditinjau dalam kasus dalam bab terdahulu, maka perbuatan warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang yang di diga sebagai pelaku tindakpidana.

3. “Dengan tenaga bersama-sama” atau “secara bersama-sama”, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa dengan tenaga bersama-sama atau secara bersama-sama bahwa para pelaku tindakan main hakim sendiri telah menyatukan tenaga untuk melakukan tindakan kekerasan di tempat umum atau secara terbuka, baik telah ada kesepakatan sebelumnya atau oleh suatu dorongan kolektif yang bersifat seketika itu juga. Jikia dilihat dalam kasus, bahwa perbuatan tindakan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh warga sekitar merupaka yang bersifat dorongan kolektif yang timbul sebagai akibat dari kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagai seorang pelaku tindakpidana.

4. “Menggunakan kekerasan”, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan, jika dikaitkan dengan kasus bahwa tindakan kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri merupakan cara untuk mencapai tujuan masyarakatuntuk melampiaskan kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagi pelaku tindak pidana.

5. Terhadap orang atau barang, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau suatu barang. Sudah sangat jelas apabila dilihat dalam kasus kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri ditujukan terhadap orang, agar tujuan dari apa yang masyarakat inginkantercapai.

6. Jika kekerasan tersebut menyebakan maut, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP adalah apabila banyak orang melakukan kekesarasan secara terbuka hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini telah sesuai dengan kasus bahwa warga melakukan kekerasan berupa tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana hingga menyebabkan seseorang itu meninggaldunia.

7. Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan- kerusuhan yang terjadi di Indonesia, dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri tanpa unsur schuld di dalamnya. Masing-masing dari pelaku hanya terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan massa, hingga cara berfikir pelaku sudah tidak otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikanancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya dibandingkan dengan acaman-ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis.

Selain itu terdapat pula beberapa pasal dalam KUHP yang merupakan ketentuan hukum dari tindakan main hakim sendiri diantaranya yaitu :

Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya Pasal 351 ayat 3 KUHP yang menjelaskan mengenai penganiayaan , dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa :

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan, jika dikaitkan berdasarkan kasus yangn sudah dibahas dalam bab terdahulu masayarakat telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang yang diduga sebagai pealaku tindak pidana, bahkan akibat atas perbuatan masyarakat telah mengakibatkan kematian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindakpidana.

Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Selain itu jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dibahas dalam bab terdahulu maka pasal-pasal yang telah diuraikan unsur-unsurnya diatas yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat dijerat kepada pelaku tindakan main hakim sendiri, dan perlu dipahami bahwa pelaku tindakan main hakim sendiri lebih dari satu orang sehingga perlu dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis, seperti pasal-pasal yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri diantaranya :

1. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3KUHP;

2. Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;dan

3. Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di negara Indonesia yang dilakukan oleh massa terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selain diatur dalam KUHP tindakan main hakim sendiri diatur dalam Undang-Undang HAM karena perbuatan main hakim sendiri merupakan tindkan yang melanggar HAM, yang termuat dalam beberapa Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang HAM.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum”

Kemudain amanat yang termuat dalam Pasal 4 telah diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1), yaitu :

1. Setiap orang yang berarti tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakimsendiri.

2. Hak untuk menuntut, dalam hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri tetap memilki hak yangsama untuk melakukan penuntutan atas apa yang telah dialaminya sebagai korban tindakan main hakim sendiri.

3. Perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan prinsip equality before the law bahwa pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, serta setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum secara adil dan sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) 

Undang-Undang HAM mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Pasal 1 angak 6 Undang- Undang HAM menyebutkan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengahalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yangberlaku”.

Tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal ini sangat jelas sekali bahwa setiap orang tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi seperti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri, namun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena telah melanggar hak asasi manusia.

Setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, siapapun tidak dapat mengurangi hak-hak asasi seperti yang disebutkan diatas walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana bukan berarti masayarakat dapat mengesampingkan hak asasi pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan hak asasi, semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain hal inilah yang dinamakan dengan kewajiban asasi.

Bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang HAM. Negara Indonesia merupaka negara yang menjujung tinggi ideology domokrasi dimana hukum menjadi landasan setiap aspek kehidupan, sebagai negara hukum bahwa negara Indonesia mengakui kesamaan kedudukan setiap warga negaranya dihadapan hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya”.

Kemudian pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dipertegas dan lebih diperluas maknananya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum”.

Setiap orang berhak melakukan penuntutan, berarti tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masayarakat, hal ini diperkuat dengan Pasal 17 Undang- Undang HAM yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Amanat yang terkandung dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukumyang diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Pasal 33 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabatkemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangannyawa

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri secara tersirat dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM karena dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang berarti dalam hal ini seorang pelaku tindak pidana memilki hak untuk bebas dari penyiksaan serta penghukuman yang tidak manusiawi, serta telah ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penghilangan nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan putusan pengadilan, sangat jelas atas tindakan main hakim sendiri merupakan penghilangan nyawa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh masyarakat, perlu diketahui bahwa penghilangan nyawa seseorang tanpa adanya putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga seharusnya pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan selain dengan apa yang telah dijabarkan sebelumnya dapat pula diberikan dengan merujuk pada hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan hak miliknya, bahwa hak ini harus di lindungi, dalam instrument internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun dalam International Convenant On Civil and Political Right(ICCPR) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum. instrument HAM dan hukum positif di Indonesia yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang HAM juga memiliki ketentuan yang melindungi hak-hak yang diakui secara universal, bahkan KUHP memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan itu dalam bentuk pemberian ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang dan dipandang sebagai suatu kejahatan karena merugikan orang lain. Untuk perlindungan terhadap diri sendiri maupun kelurga seperti tindakan main hakim sendiri yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-(3) KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang telah di jelaskan sebelumnya. Pasal – pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, martabat, kehormatan dan hak milik. Perlindungan tersebut merupakan hak setiap orang yang ada diwilayah negara Indonesia tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia saja dan juga termasuk seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, dengan adanya ketentuan tersebut aparat penegak hukum memilki  tugas  serta  peranan  yang  penting  untuk  memproses  setiap  bentuk pelanggaran maupun setiap bentuk kejahatan pada umumnya, khususnya terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan mengacu pada ketentuan tersebut serta terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asai manusia.
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara tegas dan rinci hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja, antara lain termuat di dalam KUHP dan Undang-Undang HAM, walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjutm beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.
2. Bahwasannya dalam pasal-pasal tersebut dapat terdapat inti yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.
5.2. Saran

1. Pelaku tindakan main hakim sendiri haruslah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan, agar perbuatan tindakan main hakim sendiri tidak semakin merajalela, oleh karena itu sangat diperlukan payung hukum mengenai tindakan main hakim sendiri yang dimuat secara spesifik danterperinci.
2. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sosialisai terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya menjalankan kewajiban asasi agar masyarakat menyadari pentingnya menghargai hak asasi setiap orang pada umumnya dan pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri pada khususnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat terealisasi dan tidak mengesampingkan hak-hak asasi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.
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